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ABSTRACT 
 
In 2010, a number of efforts such as the safeguard mechanism has been implemented by the KPP 
Pratama Jakarta Tanah Abang Dua, one of the safeguard mechanism is an intensification of activity or 
potential tax starting from the unified tax mapping activities, benchmarking and profiling, with an 
analysis of the sectors found on the contribution of a region (eg county or city) or the sectors contained in 
the contribution of tax revenue a tax services office or regional office of the Directorate General of Taxes. 
Given the working area of KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua are in the economic and strategic 
business centers and many residents which don’t have tax ID, provide more opportunity for KPP in 
capturing the public to serve the taxpayer by providing tax ID. But in actual KPP Pratama Jakarta Tanah 
Abang Dua should be able to read situations and anticipate the various circumstances that might be a 
problem in the smooth operation of extending the taxpayer, such as mutations in the population without 
changing the domicile of the candidate statements taxpayers of local authorities and social conditions 
change. 
 




Di tahun 2010, sejumlah upaya seperti safeguard mechanism sudah diterapkan oleh KPP 
Pratama Jakarta Tanah Abang Dua, salah satunya dari kegiatan safeguard mechanism adalah 
intensifikasi pajak atau penggalian potensi pajak terpadu yang dimulai dari kegiatan mapping, 
benchmarking dan profiling, dengan melakukan analisis terhadap sektor-sektor yang terdapat pada 
kontribusi suatu wilayah (misal: kabupaten atau kota) ataupun sektor-sektor yang terdapat pada 
kontribusi penerimaan pajak suatu kantor pelayanan pajak atau kantor wilayah Direktorat Jenderal 
Pajak. Mengingat wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua berada di daerah 
perekonomian dan sentra usaha strategis serta masih banyak penduduk yang belum ber- NPWP, 
memberikan peluang lebih besar bagi KPP dalam menjaring masyarakat untuk dijadikan Wajib Pajak 
dengan memberikan NPWP. Namun dalam pelaksanaannya KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua 
harus dapat membaca keadaan dan mengantisipasi berbagai keadaan yang mungkin akan menjadi 
masalah dalam kelancaran kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak, seperti mutasi penduduk tanpa 
keterangan perubahan tempat domisili calon Wajib Pajak dari pihak yang berwenang dan perubahan 
kondisi sosial masyarakat. 
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